BAB |
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A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan yang tentram, bahagia dan diliputi rasa kasih
sayang dalam pernikahan merupakan hal yang didambakan oleh
setiap pasangan. Namun dalam kehidupan nyata, tidak semua
perkawinan berjalan dengan mulus dan harmonis, terkadang
kerikil-kerikil kecil datang menghampiri, seperti pertengkaran-
pertengakaran yang membuat keduanya meninggikan egonya
masing-masing, merasa bahwa dirinya berada dalam kebenaran
sehingga menjadikan pertengkaran sebuah alasan untuk bercerai.

Dalam Islam, perceraian hanya dibenarkan, jika kedua
pasangan suami istri telah berusaha bersungguh-sungguh untuk
mendapatkan bantuan dan nasihat, sehingga tidak ada ruang lagi
untuk mengatasi masalah terkecuali dengan berdamai. Jika usaha-
usaha telah dilaksanakan, namun rumah tangga mereka masih
tidak bisa diselamatkan, maka Islam membenarkan pasangan
tersebut untuk bercerai. Adapun perceraian dalam hukum yang

berlaku di Indonesia perceraian harus dilakukan di depan sidang



Pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dan disahkan pada
tanggal 16 September 2019 (belum dibukukan) dan Pasal 65
Undang-undang No. 7 Tahun 1989 bahwa: “Perceraian hanya
dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak (suami-istri)”." Namun pada kenyataannya di
kalangan masyarakat masih banyak yang melakukan perceraian
tidak di depan sidang Pengadilan.

Perceraian bukanlah solusi terakhir untuk menyelesaikan
konflik keluarga, karena pasca perceraian banyak hal yang juga
harus dipertangung jawabkan oleh suami dan istri, terutama yang
sudah memiliki keturunan, karena permasalahan yang sering
muncul pasca perceraian adalah persoalan nafkah anak,
pengasuhan anak dan harta bersama.

Lahirnya hukum kewajiban pemberian nafkah dipengaruhi

olen tiga sebab, pertama, Zaujiyyah, yaitu karena ikatan

pernikahan yang sah. Kosenkuensi dari sebab ini adalah nafkah

'Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam
& Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2004), h. 530.



bagi istri dalam talak ra;j’i dan talak bain hamil. Namun dalam
talak bain hamil, kalangan Malikiyah dan Syafi’iyah hanya
membenarkan nafkah berupa tempat tinggal saja. Kedua,
garabah, yaitu sebab adanya hubungan kekerabatan. Dalam hal
ini Fugaha berbeda pendapat. Kalangan Malikiyah menilai
garabah yang wajib nafkah hanya pada hubungan orang tua dan
anak (walid wal walad). Kalangan Syafi’iyah, menilai garabah
dalam hubungan orang tua dan anak, dan hubungan cucu dan
kakek (ushul dan furu’). Kalangan Hanafiyah, menilai garabah
dalam konteks mahramiyah, tidak terbatas ushul dan furu’,
sehingga meliputi kerabat kesamping (hawasyiy), dan dzawil
arham. Kalangan Hanabilah, memahami garabah dalam konteks
hubungan waris fardh dan ‘ashabah, meliputi ushul, furu’,
hawasyi, dan dzawil arham yang berada pada jalur nasab. Ketiga,
milk, yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, yaitu hubungan
kepemilikan sesorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa

pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dan lainnya.

*Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam” dalam
ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, ol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2014)
ISSN: 2356-0150. h. 159, diakses dari



Dari tiga sebab yang mewajibkan nafkah tersebut dalam
pasca perceraian, nafkah terhadap istri hanya sampai nafkah
iddah setelahnya tidak wajib lagi untuk dinafkahi, berbeda
dengan nafkah terhadap anak, ayah masih berkewajiban untuk
memberi nafkah. Batasan ayah untuk menafkahi anaknya itu
ketika anak sudah mencapai baligh dan telah kuasa berusaha dan
mempunyai harta, maka ayah tidak wajib memberi nafkah kepada
anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi
masih menuntut ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap
anaknya tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam
Hanafi: “Anak yang telah dewasa, jika ia masih menuntut ilmu
pengetahuan, maka bapak wajib memberi nafkah”.®

Dalam Al-Quran disebutkan kadar nafkah yaitu sesuai
dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang ayah, sehingga

tidak memaksakan kehendak dirinya. Ayat Al-Quran yang

https://id.scribd.com/document/337218944/325-1014-2-PB-pdf pada Rabu 23
Februari 2019 pukul 13.15 WIB.

3Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam,” Kanun
Jurnal 1lmu Hukum No. 66, Th. XVII, (Agustus, 2015), h. 382, diakses dari
https://www.g oogle.co.i d/search?safe=st rict& client=ucweb-
b&channel=sb&q= jurnal+na fkah&o g=jurnal+t enta&aqs= mobile -gws-lite.
0.35i3911j014.3 pa da 23 Februari 2019 puk ul 14:30 WIB.



https://id.scribd.com/document/337218944/325-1014-2-PB-pdf

menyebutkan kadar nafkah yaitu pada surat Ath-Thalaq ayat 7,

yaitu:
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Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah
menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan
rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan
beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang
Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan
kelapangan sesudah kesempitan. ” (QS. ath-Thalaq: 7)*

Kemudian Imam Mundzir berpendapat dalam kitab Al-

Mughni jilid 11 karangan Ibnu Qudamah mengatakan:

“Para Ulama sepakat bahwa seorang lelaki wajib
menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang
tidak memiliki harta karena anak seseorang adalah darah
dagingnya, dia bagian dari orang tuanya. Sebagaimana dia

berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan

*Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al-Quran Departemen

Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya, (Bogor:
Lembaga Percetakan Al-Quran, 2013), h. 559.



keluarganya, dia juga berkewajiban memberi nafkah

untuk darah dagingnya”.5

Berdasarkan pendapat ayat Al-Quran dan Ulama di atas
maka dapat disimpulkan bahwa nafkah anak setelah perceraian
merupakan kewajiban ayah, dalam KHI menjelaskan pula batasan
ayah untuk menafkahi anaknya yaitu pada Pasal 156 huruf (d)
disebutkan: “Semua biaya hadhlanah dan nafkah anak menjadi
tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-
kurangnya sampai anak tersebut dewasa sampai mengurus sendiri
(21 tahun).”®

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat masih banyak
orang tua yang lalai dan tidak sepenuhnya melaksanakan
kewajiban dalam memberi nafkah pasca perceraian, baik
masyarakat yang tinggal di kota maupun masyarakat yang tinggal
di desa. Seperti yang terjadi di Desa Kramat Jati Kecamatan
Kragilan Kabupaten Serang, di mana anak menjadi korban dari

perpisahan kedua orang tuanya, baik karena terjadinya perceraian

*Ibnu Qudamah, Al-Mughni jilid 11, (Daarul A’limul Kitab, 2011), h.
373.

®Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV.
Nuansa Aulia, 2015). h. 46.



itu sendiri, maupun tidak terpenuhnya hak-hak mereka dalam
memperoleh nafkah. Mereka seringkali tidak mendapatkan
nafkah baik biaya hidup maupun biaya pendidikan dari ayahnya
padahal baik dalam hukum Islam maupun KHI telah disebutkan
bahwa ayah tetap berkewajiban untuk memberi nafkah bagi
anaknya. Dalam hal ini seorang ibu yang lebih sering
mendapatkan wewenang untuk mengasuh anak, harus
menanggung semua nafkah pemeliharaan anaknya tanpa adanya
tanggung jawab dari seorang ayah.

Dari permasalahan yang terjadi di atas, maka perlu adanya
pengkajian yang dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab
tidak terpenuhnya hak nafkah anak pasca perceraian oleh seorang
ayah. Untuk mengetahuinya maka perlu adanya sumber data yang
diperoleh yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung di
Desa Kramat Jati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari wawancara
dengan ketua Rw di Desa Kramat Jati Kecamatan Kragilan
Kabupaten Serang, jumlah kasus nafkah anak pasca perceraian

tanpa melalui keputusan hakim Pengadilan Agama yang terjadi



yaitu, di Rw 01 berjumlah sebanyak 3 kasus nafkah yang tidak
terpenuhi oleh seorang ayah, di Rw 02 berjumlah sebanyak 5
kasus, dan di Rw 03 berjumlah sebanyak 1 kasus.’

Berdasarkan latar belakang dan data di atas, maka penulis
tertarik ingin mengkaji dan melakukan penelitian dalam bentuk
skripsi dengan mengambil judul: Tinjauan Hukum Islam dan
Hukum Positif Terhadap Status Nafkah Anak Pasca
Perceraian Tanpa Melalui Keputusan Hakim PA (Pengadilan
Agama) (Studi Kasus di Desa Kramat Jati Kecamatan
Kragilan Kabupaten Serang).

B. Perumusan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang di atas maka terdapat
adanya pertanyaan penelitian yang diajukan, yaitu sebagai
berikut:

1. Bagaimana akibat yang ditimbulkan terhadap nafkah anak
pasca perceraian tanpa melalui keputusan hakim

Pengadilan Agama dari segi hukum Islam dan hukum

positif?

"Arkim, Jaka Pernama, dan Karim, Ketua Rw 01, 02,03 dan 04 Desa
Kramat Jati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, wawancara dengan
penulis di rumahnya, tanggal 12 -13Maret 2019.



2. Faktor apa saja yang menyebabkan seorang ayah tidak
memenuhi kewajiban memberi nafkah pasca peceraian
tanpa melalui keputusan hakim Pengadilan Agama di
Desa Kramat Jati Kecamtan Kragilan Kabupaten Serang?
C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil
penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada nafkah anak yang
dilalaikan oleh seorang ayah dari perceraian tanpa melalui
Pengadilan Agama.
D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diharapkan untuk:

1. Mengetahui akibat yang ditimbulkan terhadap nafkah
anak pasca perceraian tanpa melalui keputusan hakim
Pengadilan Agama dari segi hukum Islam dan hukum
positif.

2. Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan seorang
ayah tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah pasca

peceraian tanpa melalui keputusan hakim Pengadilan



10

Agama di Desa Kramat Jati Kecamtan Kragilan
Kabupaten Serang.
E. Manfaat atau Signifikansi Penelitian
1. Sebagai sumbangan pemikiran agar diketahui bahwa
seorang ayah tetap Dberkewajiban untuk menafkahi
anaknya meskipun telah bercerai dari istrinya tanpa
melalui Pengadilan Agama.
2. Menambah ilmu pengetahuan akademik khususnya dan
partisipasi penulis dalam studi Islam.
3. Sebagai bahan studi komparatif atau studi lanjutan bagi
pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai
permasalahan yang berkaitan dengan objek permasalahan
ini.
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagaimana telah di uraikan dalam rumusan masalah dan
tujuan penelitian dalam skripsi ini, tidak dapat mengingkari
kenyataan bahwa studi ini terpaut dengan studi-studi terdahulu.

Namun hal ini tidak dapat menjadikan bahwa studi ini hanya
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melakukan pengulang-pengulangan saja. Karena studi ini berbeda
dan tidak memiliki kesamaan terhadap studi-studi terdahulu:

1. ARI DEWI ERNAWATI, 1323201027, IAIN Purwokerto
“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG GUGATAN
TEHADAP NAFKAH ANAK SETELAH
PERCERAIAN”. Dalam Skripsi ini membahas mengenai
nafkah anak setelah perceraian dengan menganalisis
putusan 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT. dari Pengadilan
Agma Purwokerto

2. MOCHAMMAD IMAM FAUZI, 110710101103,
Universitas Jember “KEWAJIBAN ORANG TUA
MENAFKAHI ANAK PASCA PERCERAIAN”. Dalam
skripsi ini membahas mengenai hak dan kewajiban orang
tua terhadap anak setelah terjadinya percerian, dan skripsi
ini  menggunakan analisis terhadap putusan nomor:
688/Pdt.G/2014/PAJB.

3. MUHAMMAD HAMID ABDUL AZIS, 12421036,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta “KEWAJIBAN

AYAH ATAS BIAYA NAFKAH ANAK SETELAH
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TERJADI PERCERAIN DALAM  PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM”. Dalam skripsi ini membahas
mengenai penyelesaian dan pertimbangan hukum bagi
hakim dalam perkara perceraian dan nafkah anak dengan
melalui analisis kasus perceraian di Pengadilan Agama

Sleman tahun 2015.

Berdasarkan penelitian yang telah disebutkan di atas,
maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.
Penelitian ini membahas tentang nafkah anak dari perceraian
tanpa melalui keputusan hakim Pengadilan Agama melalui studi

kasus di Desa Kramat Jati Kecamtan Kragilan Kabupaten Serang.

G. Kerangka Pemikiran

Pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dalam
bahasa figih disebut dengan hadhanah. Al-Shan’ani mengatakan
bahwa hadhanah adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak
bisa  mandiri, mendidik, dan memeliharanya  untuk

menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat merusak dan



13

mendatangkan madlarat kepadanya.® Dalam Pasal 41 Undang-
undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan
mendidik  anak-anaknya, semata-mata  berdasarkan
kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai
penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,
bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat
memenuhi  kewajiban tersebut, pengadilan dapat
menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan dana/atau menentukan
sesuatu kewajiban bagi bekas istri°.

Dari Undang-Undang yang telah disebutkan di atas
menjelaskan bahwa pasca perceraian mengakibatkan tidak
gugurnya kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik
anak dan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan ditanggungg
oleh ayah, jika seorang ayah tidak dapat memenuhi maka sorang
ibu (mantan istri) boleh untuk ikut memikul biaya tersebut.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sorang ayah

berkewajiban untuk memenuhi nafkah untuk anaknya.

8Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2015), h.197.

*Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam
& Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, ..., h.530-
531.
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Ketika tali pernikahan sudah terputus akan tetapi hak
nafkah untuk anak tidak terputus, oleh karena itu ayah tetap
berkewajiban menanggung semua kebutuhan anak, sekalipun
anak itu tinggal bersama mantan istrinya. Sebagaimana pendapat
Imam Mundzir dalam kitab Al-Mughni jilid 11 karangan Ibnu
Qudamah mengatakan:

“Para Ulama sepakat bahawa seorang lelaki wajib
menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang
tidak memiliki harta. Karena anak seseorang adalah darah
dagingnya, dia bagian dari orang tuanya. Sebagiamana dia
berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan
keluarganya, dia juga berkewajiban memberi nafkah
untuk darah dagingnya.”10

Dari pendapat Imam Mundzir di atas dipertegas bahwa
seorang ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anaknya

sebagaimana wajibnya memberi nafkah untuk diri sendiri, sebab

anak adalah darah dagingnya.

1hnu Qadamah, Al-Mughni, jilid 11, ..., h. 373.
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Kemudian dalam hadits yang diriwayatkan dari Abi
Hurairah r.a. urutan tanggung jawab seseorang memberikan
nafkah, tangggung jawab terhadap anak berada pada posisi kedua
setelah tanggung jawab lepas terhadap dirinya sendiri. Hal ini

sesuai dengan sabda Rasul SAW berikut ini:
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Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a. la berkata: Seorang
laki-laki menghadap Nabi SAW, dan bertanya: “Wahai
Rasulullah, aku memiliki satu dinar? Rasulullah
bersabda: “Nafkahilah dirimu sendiri!”. Kata lelaki:
“Aku mempunyai yang lain.” Rasulullah bersabda:
“Infakkanlah (nafkahilah) kepada anakmu!”. Kata lelaki:
“Aku mempunyai yang lain.” Rasulullah bersabda:
“Infakkanlah (nafkahilah) kepada istrimu!”. Kata lelaki:
“Aku mempunyai yang lain.” Rasulullah bersabda:
“Infakkanlah (nafkahilah) kepada pembantumu!”. Lelaki
itu tetap berkata: “Aku mempunyai yang lain.”
Rasulullah bersabda: “Engkau yang lebih mengerti (siapa
yang harus engkau beri nafkah)”. (HR. Syafi’i dan Abu
Dawud dan lafal hadits menurut Abu Dawud, dan



16

diriwayatkan juga oleh al-Nasa’i, dan lafal al-Hakim
mendahulukan istri dan anak.”"

Dari hadits di atas menyebutkan bahwa memberikan dinar
atau nafkah seorang anak berada pada posisi kedua setelah
tanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

Ada dua batasan keadaan anak terkait kewajiban nafkah
dari orang tuanya. Batasan pertama, usia dan batasan yang kedua
adalah harta. Dari dua batasan ini dikelompokkan menjadi empat
kategori:

1. Anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta.

2. Anak yang belum baligh dan memiliki harta.

3. Anak yang sudah baligh dan memiliki harta.

4. Anak yang sudah baligh dan tidak memiliki harta.

Pertama, anak yang belum baligh dan tidak memiliki
harta. Menurut keterangan Imam Ibnul Mundzir, bahwa para
Ulama sepakat bahwa nafkah anak yang belum baligh dan tidak

memiliki harta ditanggung oleh ayahnya, hal ini terdap dalam

“Achmad Sunarto, Syarah Bulughul Maram, (Surabaya: Halim Jaya,
2001), h.700-701.
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kitab AI-Mughni jilid 11 karangan Ibnu Qudamah, Imam
Mundzir mengatakan bahwa:

“Para Ulama sepakat bahwa seorang lelaki wajib

menangung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang

tidak memiliki harta.”*

Kedua dan ketiga, anak belum baligh atau sudah baligh
yang memiliki harta. Para Ulama menegaskan, apabila anak
memiliki  harta yang cukup untuk menutupi seluruh
kebutuhannya, maka ayahnya tidak wajib menanggung
nafkahnya. Dalam penjelasan tentang masalah nafkah anak, As-
Shan’ani dalam kitab Muhammad Ibn Ismail Shan’ani, Subulus
Salam Syarah Bulughul Maram, juz 3 mengatakan bahwa:

“Jika mereka memiliki harta, maka tidak ada kewajiban

nafkah atas ayahnya.”13
Dari pendapat di atas maka kewajiban ayah untuk

menafkahi anaknya menjadi gugur apabila sang anak sudah

memiliki harta atau pekerjaan.

2|pnu Qadamah, Al-Mughni, jilid 11, ..., h. 373
Muhammad Ibn Ismail Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulughul
Maram, juz 3, (Daarul Bayan Ara’bi, 2006), h. 1133.
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Keempat, anak sudah baligh yang tidak memiliki harta,
dimana anak yang sudah baligh namun tidak memiliki
pendapatan seperti di kalangan siswa SMP, SMA, dan
Mahasiswa. Sebagian besar mereka masih bergantung nafkahnya
kepada orang tuanya. Untuk keadaan keempat ini, ulama
membagi dua:

1. Anak perempua wajib dinafkahi oleh ayahnya hingga

menikah.

2. Anak laki-laki, ulama berbeda pendapat apakah anak
laki-laki yang sudah baligh yang tidak memiliki harta
dan pekerjaan, wajib dinafkahi ayahnya ataukah tidak.

Pendapat pertama, mayoritas Ulama berpendapat bahwa
kewajiban nafkah hanya sampai usia baligh untuk anak laki-laki
dan sampai nikah untuk anak perempuan.

Dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, as-
Shan’ani menjelaskan:

“Mayoritas Ulama berpendapat, bahwa kewajiban

memberikan nafkah kepada anak itu sampai usia baligh

atau sampai menikah bagi anak perempuan. Kemudian
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setelah itu, tidak ada tanggungan kewajiban nafkah atas
bapak, kecuali jika anaknya sakit-sakitan.”*

Dari pendapat as-Shan’ani di atas maka dapat disimpulkan
bahwa seorang ayah memberi nafkah untuk anak laki-laki hanya
sampai baligh sedangkan untuk anak perempuan seorangg ayah
diwajibkan memberi nafkah sampai menikah.

Pendapat kedua, orang tua tetap wajib memberikan
nafkah kepada anakanya yang tidak memiliki harta dan
pekerjaan, meskipun sudah baligh.*

Dalam Syarah Subulus Salam juga, Ibnu Mundzir
mengatakan bahwa:

“Para Ulama berbeda pendapat tentang nafkah anak sudah

baligh yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Sebagian

Ulama berpendapat bahwa ayah wajib memberi nafkah

untuk semua anaknya, baik yang belum baligh maupun

yang sudah baligh, laki-laki maupun perempuan. Apabila

““Muhammad Ibn Ismail Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulughul
Maram, juz 3, ..., h. 1133.

1> Ammi Nur Baits, Rincian Hukum Nafkah Untuk Anak, 15 Mei 2014,
diakses dari https://konsultasisyariah.com/22545-rincian-nafkah-untuk-
anak.html pada hari Rabu 17 November 2018 pukul 11:30 WIB.



https://carapedia.com/pengertian_definisi_desa_info2128.html
https://carapedia.com/pengertian_definisi_desa_info2128.html
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mereka tidak memiliki harta yang mencukupi, sehingga

membutuhkan bantuan bapak.”16

Kemudian telah sepakat Ulama, bahwa ayah berkewajiban
memberikan nafkah anak-anaknya, berdasarkan firman Allah

SWT surat al-Bagarah: 233, yaitu:

0% . % 0] (& ot /}/l; ° g 2 bte
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3 395 95 i, 805 S0 ¥ gt ) (o IS

-
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gk 702 36 5L W

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya
selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin
menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan
cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena

anaknya, dan warispun berkewajiban demikian....” (QS.
Al-Bagarah: 233)"

Dari pendapat Ibnu Mundzir dan dalam ayat al-Quran

surah al-Bagarah ayat 233 di atas menjelaskan bahwa seorang

*Muhammad Ibn Ismail Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulughul
Maram, juz 3, ..., h. 1133.

"yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Al-Quran Departemen
Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya, ..., h. 37.
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ayah tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak yang
sudah baligh, namun tidak memiliki harta dan pekerjaan karena
dianggap masih membutuhkan bantuan dari seorang ayah.

Ulama figih juga sepakat menyatakan, bahwa anak-anak

berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan:

1. Apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk anak-
anak, atau paling tidak mampu bekerja untuk mencari
rezeki. Apabila punya harta atau tidak mampu bekerja
karena lumpuh atau karena sebab-sebab lainnya, tidak
wajib ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya.

2. Anak itu tidak memiliki harta sendiri atau belum
mampu mencari nafkah sendiri, seperti lumpuh
umpamanya atau cacat fisiknya. Sekiranya anak itu
sudah mampu mencari rezeki atau mempunyai Kkerja
tetap, maka tidak wajib lagi menafkahi anak-anaknya.

Menurut mazhab Hambali, antara anak dan ayah tidak

berbeda agama, maka ayah berkewajiban untuk memberi nafkah.
Namun, berbeda dengan Jumhur Ulama, bahwa perbedaan agama

tidak menghalangi pemberian nafkah kepada anak-anaknya.
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Mereka berpegang kepada Surah Al-Bagarah ayat 223 yang tidak
menyebutkan perbedaan agama.*®
H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
adalah berupa penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke
daerah objek penelitian guna memperoleh data.'®
Penelitian ini terkait dengan status nafkah anak pasca
perceraian orang tua tanpa melalui Pengadilan Agama.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Kramat Jati
Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini ialah melalui pendekatan kualitatif dengan

8Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta:
Prenada Media Group, 2003), h. 224.

sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,
(Bandung: Alfabetta, 2009), h. 4.
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metode pengumpulan data secara studi lapangan (field

research).

4. Sumber Data

a.

Data Primer: Data yang diperoleh dari sumber
pertama, melalui wawancara langsung terhadap
masyarakat yang terkait dan para tokoh masyarakat
setempat dengan fokus terhadap perumusan masalah
di atas agar menghindari terjadinya penyimpangan
dari pokok masalah.
Data Sekunder: Data ini di kumpulkan melalui studi
pustaka dengan membaca dan mempelajari buku-
buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam
skripsi ini.
Teknis Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan
beberapa teknik, yaitu:

1) Observasi, adalah mengamati dan mendengar

dalam rangka memahami, mencari jawab,
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mencari bukti terhadap fenomena sosial.?

Khususnya yang berhubungan dengan
permasalahan status nafkah anak pasca
perceraian orang tua tanpa melalui
Pengadilan Agama.

2) Wawancara, adalah percakapan dengan
maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan
oleh dua pihak, vyaitu pewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan
dan terwawancara (interviewee) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu.*

3) Dokumentasi. Pengumpulan data-data berupa
dokumen seperti data letak geografis, kondisi
ekonomi masyarakat Desa Kramat Jati, serta
hal-hal yang berhubungan dengan objek

penelitian.

“Imam Supriyago, Metodologi Penelitian Sosial, (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2003), h. 167.

! Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2017), h.186.
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5. Teknis Analisis Data
Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan
metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan
menganalisis data-data yang berkaitan dengan objek
pembahasan yang didapat dari lapangan, kemudian
menjabarkan data-data yang sudah diperoleh.
6. Teknik Pemaparan Data
Teknik pemaparan data penelitian karya ilmiah ini
berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi”
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
I. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mengetahui dan mempermudah pembahasan,
maka penting adanya penjelasan mengenai sistematik
pembahasan skripsi.

BAB I: Pendahuluan yang berisi atas: Latar Belakang
Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat atau Signifikansi

Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan,

223giyono, Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 240.



BAB II:

BAB IlI:

BAB VI:
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Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan
Sistematika Pembahasan.

Kondisi Objektif Desa Kramat Jati Kecamatan
Kragilan Kabupaten Serang yang meliputi: Sejarah
Singkat Desa Kramat Jati, Letak Geografis, Data
Demografis, dan Kondisi Sosiografis: Sosial
Kemasyarakatan, Sosial Keagamaan, Sosial
Pendidikan dan Bidang Ekonomi.

Konsep Perceraian dan Nafkah Anak Menurut
Hukum Islam, yang di dalamnya meliputi:
Perceraian dalam Hukum Islam: Pengertian
Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Macam-
Macam Perceraian, dan Akibat-akibat Perceraian.
Nafkah dalam Hukum Islam: Pengertian Nafkah,
Dasar Hukum Nafkah, Sebab-sebab yang
Mewajibkan Nafkah, Syarat-syarat Wajibnya
Nafkah atas Anak, dan Batas Usia Pemberian Hak
Nafkah Anak Pasca Perceraian.

Analisis Nafkah Anak Pasca Perceraian Tanpa
Melalui Keputusan Hakim Pengadilan Agama

yang di dalamnya dibahasa mengenai: Kasus



BAB V:
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Nafkah Anak Pasca Perceraian Tanpa Melalui
Keputusan Pengadilan Agama, dan Analisis

Tinjauan Umum.

Penutup, yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran.



